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Jumat, 11 Juni 2021

  PROYEK PALAPA RING  

Jaringan 
Makin Andal
Bisnis, JAKARTA — Proyek Palapa Ring 

Integrasi diyakini dapat membuat jaringan 
yang ada saat ini makin andal karena jaringan 
telekomunikasi akan saling terhubung demi 
menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Tele-
komunikasi dan Informasi (Bakti) Anang 
Latif mengatakan Palapa Ring Integrasi 
akan digelar dari Nusa Tenggara ke Papua, 
melewati Maluku, Sulawesi, Kalimantan, 
hingga ke Batam. Dari Batam, Bakti akan 
menyiapkan koneksi ke Jakarta. 

“Palapa Ring Integrasi akan memberi 
backup pada jaringan Palapa Ring existing 
supaya ketersediaan jaringan dapat senan-
tiasa terjaga,” kata Anang kepada Bisnis, 
Kamis (10/6).

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemenkominfo) beren-
cana mengintegrasikan jaringan serat optik 
Palapa Ring. 

Adapun, kondisi geografi s di laut dan di 
darat yang terjal menjadi tantangan pergelaran 
jaringan Palapa Ring Integrasi. Bakti juga 
harus berpacu dengan waktu pembangunan 
yang singkat untuk menggelar kabel serat 
optik sepanjang 12.803 kilometer.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Kebi-
jakan Industri dan Regulasi Telekomuni-
kasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward 
mengatakan pergelaran jaringan serat optik 
Palapa Ring tambahan akan membuat le-
bih banyak interkoneksi dan membentuk 
beberapa ring baru. 

Ring baru berfungsi untuk membuat 
jaringan yang ada saat ini makin andal 
karena memiliki lebih dari satu rute. Alha-
sil, ketika satu kabel putus, kabel lainnya 
masih dapat beroperasi. 

“Tingkat keinginan [operator telekomuni-
kasi] untuk menggunakan Palapa Ring akan 
tinggi. Secara operasional memudahkan dan 
masuk secara bisnis,” kata Ian.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru 
Sutadi mengatakan saat ini pemanfaatan 
Palapa Ring belum maksimal. Harga sewa 
Palapa Ring di semua segmen pun dianggap 
terlalu mahal.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bis-
nis, pada 2020 utilitas Palapa Ring Barat 
tercatat sebesar 35% dari total kapasitas 
yang tersedia, kemudian untuk Palapa Ring 
Tengah dan Palapa Ring Timur masing-
masing sebesar 20%. 

Heru berharap ke depan, selain jaringan 
tulang punggung yang melengkapi ring dan 
menggantikan gelombang mikro, pemerin-
tah juga menambahkan pengalur jaringan 
(backhaul). (Leo Dwi Jatmiko)

  INDUSTRI OTOMOTIF  

Ekspor 
Menantang

Bisnis, JAKARTA — Produk otomotif Indo-
nesia masih menghadapi sejumlah tantangan 
dalam upaya peningkatan ekspor. Hambatan 
bahkan datang dari destinasi utama.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari 
Wisnu Wardhana mengemukakan tantangan 
yang dihadapi Indonesia mencakup trade 
remedies, hambatan teknis di negara tujuan, 
dan situasi industri di dalam negeri.

Salah satu hambatan berupa trade re-
medies adalah pemberlakuan bea masuk 
tindak pengamanan sementara (BMTPS) 
oleh otoritas Filipina atas produk kendaraan 
penumpang asal semua negara, termasuk 
Indonesia. 

BMTPS diberlakukan dalam bentuk cash 
bon sebesar 700.000 peso atau sekitar Rp20,38 
juta untuk setiap unit kendaraan. Bea ma-
suk ini berlaku selama 200 hari dan mulai 
efektif 15 hari sejak dikeluarkan oleh Cus-
tom Order Filipina pada 1 Februari 2021.

Meski telah berlaku, Wisnu mengatakan 
terdapat kelemahan dalam penetapan BMTPS 
oleh otoritas Filipina. Petisi untuk safeguard 
sendiri mulanya berasal dari serikat pekerja 
industri otomotif Filipina, alih-alih oleh 
pelaku industri di negara tersebut.

Selain itu, ekspor kendaraan penumpang 
Indonesia ke Filipina juga cenderung fl uk-
tuatif dalam kurun 2017 sampai 2019.

“Ada kerugian tidak langsung. Seharusnya 
yang dilihat adalah kerugian langsung yang 
dirasakan oleh industri di Filipina. Hal ter-
sebut tentu tidak sesuai dengan agreement 
on safeguard WTO,” kata Wisnu dalam 
webinar, Kamis (10/6).

Sementara itu, asosiasi produsen kendara-
an bermotor di Tanah Air mengemukakan 
bahwa volume ekspor otomotif Indonesia 
masih jauh tertinggal dibandingkan dengan 
Thailand. Hal ini tak lepas dari belum si-
apnya produksi di dalam negeri memenuhi 
jenis otomotif di pasar global.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugi-
arto menyebutkan bahwa rata-rata produksi 
kendaraan bermotor Thailand berkisar 1,9 
juta–2,1 juta unit per tahun. Jumlah tersebut 
menempatkan Thailand sebagai produsen 
terbesar di Asean, sedangkan Indonesia 
berada di posisi kedua dengan produksi 
tahunan sekitar 1,2 juta–1,3 juta unit. (Iim 

Fathimah Timorria)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT PP PRESISI Tbk
Dengan ini Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan Untuk Tahun Buku yang 
berakhir Tanggal 31 Desember 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 09.52 sampai dengan 11.17 WIB, bertempat di Plaza PP Auditorium Wisma Subiyanto Lt. 1 Jl. Letjend. TB. Simatupang               
No. 57 Pasar Rebo – Jakarta 13760, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”). 

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu : 

Dewan Komisaris Direksi
Komisaris Utama Muhammad Toha Fauzi Direktur Utama Rully Noviandar
Komisaris Rukmini Triastuti Direktur Benny Pidakso
Komisaris Independen Indra Jaya Rajagukguk Direktur Mhd. Wira Zukhrial K 

Direktur Muhammad Darwis Hamzah

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 8.509.129.200 saham atau sebesar 84,11% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan 
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Tata Tertib Rapat
1. Rapat dipimpin Bapak Muhammad Toha Fauzi selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020.
2. Dalam pembahasan mata acara Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara langsung dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju, sisanya akan diperhitungkan 

sebagai suara setuju.

Berikut ini rincian jalannya Rapat :

Mata Acara Pertama Rapat Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan 
Perseroan Konsolidasian Auditan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Pemegang Saham Yang 
Bertanya

Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara Rapat  secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Pertama
Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00027/2.1000/AU.1/03/0632-1/1/II/2021 tanggal                   
19 Februari 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas 
Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan 
Tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua Rapat Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Pemegang Saham Yang 
Bertanya

Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju

- 376.100 saham (0,004%) 8.508.753.100 saham (99,996%)
Keputusan 1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp58.569.358.939,- (lima puluh 

delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:
a. sebesar Rp 11.713.871.788,- (sebelas miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau lebih kurang 20% 

(dua puluh persen) atau sejumlah Rp1,16 (satu koma satu enam Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham;
b. Sebesar Rp2.928.467.947,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah) atau lebih kurang 

5%  (lima persen) digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Sisa sebesar Rp43.927.019.204,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu dua ratus empat Rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) 

dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk Tahun 

Buku 2020 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2020, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
Tahun 2021

Jumlah Pemegang Saham Yang 
Bertanya

Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju

- 376.100 saham (0,004%) 8.508.753.100 saham (99,996%)
Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 

1. Menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021; 
dan

2. Menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2021.

Mata Acara Keempat Rapat Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021
Jumlah Pemegang Saham Yang 
Bertanya

Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara Rapat secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Keempat
Keputusan Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk: 

1. Melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan 

Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat Persetujuan pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Jumlah Pemegang Saham Yang 
Bertanya

Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara Rapat secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Kelima
Keputusan Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara : 

1. Nomor PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara 
kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya.

2. Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-
perubahannya.

3. Nomor PER-2/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-
perubahannya.

4. Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya.

Mata Acara Keenam Rapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang 
Bertanya

Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara Rapat secara Musyawarah untuk Mufakat menyetujui usulan keputusan mata acara Keenam
Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk menyesuaikan dengan POJK 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK 14/2019, 

POJK 15/20 dan POJK 16/20 serta Perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 

keputusan tersebut di atas;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan 

agenda RUPS ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris tersendiri dan menyampaikan kepada instansi 
yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu 
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau 
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketujuh Rapat Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang 
Bertanya

Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju

- 376.100 saham (0,004%) 8.508.753.100 saham (99,996%)
Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr. Muhammad Toha Fauzi sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 

8 Oktober 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris 
Utama Perseroan;

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdri. Rukmini Triastuti sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 10 April 2019, 
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan;

3. Menyetujui mengangkat Sdr. Yul Ari Pramuraharjo Sebagai Komisaris Utama Perseroan;
4. Menyetujui mengangkat Sdr. Muhammad Toha Fauzi sebagai Komisaris Perseroan;
5. Menyetujui mengangkat Sdr. Sumardi sebagai Komisaris Independen;
6. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4 dan 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, 4 dan 5, maka susunan Pengurus 

Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Dewan Komisaris 
 Komisaris Utama : Yul Ari Pramuraharjo
 Komisaris : Muhammad Toha Fauzi
 Komisaris Independen  :  Sumardi
 Komisaris Independen  :  Indra Jaya Rajagukguk

b. Direksi 
 Direktur Utama : Rully Noviandar
 Direktur : Benny Pidakso
 Direktur : Muhammad Darwis Hamzah
 Direktur : Mhd. Wira Zukhrial K.

8. Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4 dan 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan 
diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

9. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam akta Notaris serta menghadap Notaris 
atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh Pihak yang berwenang untuk keperluan 
pelaksanaan isi keputusan rapat.

Mata Acara Kedelapan Rapat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Jumlah Pemegang Saham Yang 
Bertanya

Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara Sifatnya Laporan tidak dilakukan pemungutan suara
Keputusan Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Telah dilaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum Perdana 

Saham

JADUAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

A. Jadual Pembagian Dividen Tunai Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN TANGGAL

Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebesar Rp 1,16 (satu koma satu enam Rupiah) per saham

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

1. Pasar Reguler dan Negosiasi 17 Juni 2021

2. Pasar Tunai 21 Juni 2021

Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

1. Pasar Reguler dan Negosiasi 18 Juni 2021

2. Pasar Tunai 22 Juni 2021

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak menerima Dividen (Recording Date) 21 Juni 2021

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020 9 Juli 2021

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau Recording Date pada hari Senin, 21 Juni 2021 dan/atau pemilik saham 

Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2021.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan 

atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juli 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi 
Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan 

DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi 
dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi 
sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut 
wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda  serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah 
diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan 
PPh pasal 26 sebesar 20%.

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana 
Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE PT Datindo Entrycom.

Jakarta, 11 Juni 2021
PT PP Presisi Tbk
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